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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2011

TENTANG

F RMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN 01 OAERAH

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di biriang
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menata JRbatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerinlahan di Deera/);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hUiUf a,
dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegaw2i
di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan per-Ill
menelapkan Peraluran Gubernur tentang Formasi Jab"tan !=~ln!;"ion31

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Oaerah;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegaw~iOi",
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi' dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 29 T;;hun 2007 tentang Pemerint'lhan Pc'),,:c:si
Oaerfoh KhL:sUS Ibuk:Jt:l Jakart3 f.ebagai Ibukota Negara f(e~2.t,.,c::\
Republik indonesia;

S. Peraluran Pernerintah ~lcm'Jf; 6 T8hun 1994 tentang Jai)alan Fun(J5iona!
Peq8wai Ne:Jeri Sipii s",bagaimana taJah diubah dengan P",r",turan
Pernerintdh Nomor 40 Tahufl 201 C!:
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6. Peraluran Pemerinlah Nemer 9 Tahun 2003 tenlang Wewenang
Pengangkalan, Pemindahan dan Pemberhentian Pega~ai Negeri Sipil
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomer 63
Tahun 2009;

7. Kepulusan Presiden Nomer 87 Tahun 1999 lenlang Rumpun Jabalan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraluran Menleri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor 15
Tahun 2009 lenlang Jabalan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerinlahan di Daerah dan Angka Kredilnya;

9. Peraluran Bersama Menler! Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomer 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 lenlang
Pelunjuk Pelaksanaan Jabalan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerinlahan dl Daerah dan Angka Kredilnya;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 lenlang Organisasi Perangkal
Daerah;

11. Kepulusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 lentang Pelunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabalan Fungsional di Lingkungan
Pemerinlah Propinsi Daerah Khusus Ibukela Jakarta;

12. Peraturan Gubernur Nomer 58 Tahun 2008 tenlang Penempatan dan
Pemindahan Penugasan Pejabal Fungsional;

13. Peraluran Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 lenlang Organisasi dan Tala
Kerja Inspekloral;

14. Peraluran Gubernur Nomer 168 Tahun 2009lenlang Organisasi dan Tala
Kerja Sekrelarial Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 lentang Pendelegasian
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN ;

Mene p an : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraluran Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerinlah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkal BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ib~kota Jakarta.

5. Inspektoral adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Jabalan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerinll3han di Daerah
adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
alas penyGlenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar
pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang
selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegialan pengawasan atas penyelenggaraan
leknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraluran perundang­
undangan.

8. Pengawasan alas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Proses
kegiatan yang dilujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis
pemerintahan berjalan secara efisien dan efeklif sesuai dengan rencana
dan kelentuan peraturan perundang-undangan.

9. Formasi Jabalan Fungsional adalah Jumlah dan susunan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu saluan organisasi
perangkal daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waklu
tertenlu yang dilelapkan oleh Gubernur.

10. Tim Penilai Angka Kredil Pengawas Pemerintahan adalah Tim penilai
yang dibentuk dan dilelapkan oleh pejabat yang berwenang dan
bertugas untuk membanlu menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh
Kepala Unil Kerja yang bertugas membanlu Kepala Unil Kerja menilai
kinerja pejabal fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan
untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

12. Penilaian adalah Penenluan derajal kualitas berdasarkan kriteria (tolok
ukur) yang ditetapkan lerhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan
fungsional.

13. Tim Penilai Angka Kredil Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur
teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian
dan Pejabal Fungsional Pengawas Pemerinlahan.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal2

Jabalan Fungsional Pengawas Pemerintahan di Daerah termasuk dalam
rumpun politik dan hubungan luar negeri.
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Pasal3

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan berkeduduka~ sebagai pejabat
fungslonal dl bldang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan
di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal4

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan pangkat/golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Pengawas Pemerintahan Pertama (golongan IIl/a dan golongan IlI/b);

b. Pengawas Pemerintahan Muda (golongan II lie dan golongan IIl/d); dan

c. Pengawas Pemerintahan Madya (golongan IV/a, golongan IV/b dan
golongan IV/c).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

PasalS

(1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara
volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian
kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.

(2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu
penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi
dua.

(3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

(4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BABV

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal6

(1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai
jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Gubernur ini.
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(2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan akan ditinjau
ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan
perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan diusulkan
oleh Inspektorat selaku koordinator kepada Gubernur melalui BKD.

Pasal?

(1) Usulan pengisian formasi Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3), ditindaklanjuti dengan dilakukan penilaian
prestasi kerja oleh BKD.

(2) BKD dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BABVI

PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV sesuai
kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pengawas Pemerintahan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bernilai baik dalam 1 (salU) tahun terakhir;

d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/
pangkat yang diduduki;

e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan;

f. memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan

g. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat ditetapkan
sebagai pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.

(2) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit
yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki
pegawai yang bersangkutan.
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BAB VII

PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal9

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan bitetapkan oleh

Gubernur.

Pasal10

(1) Sistem kenaikan pangkatljabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan
angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

(2) Usulan kenaikan pangkatljabatan disampaikan kepada Gubernur melalui
BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka
Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang

diperoleh.

Pasal11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal12

(1) Pengangkalan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas penyelenggaraan
urusan pemerintahan dapat dilakukan melalui Penyesuaian/lnpassing
dan penetapan angka kredit atas persetujuan Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri.

(2) Penyesuaian/lnpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas
Pemerintahan di Daerah, paling lambat sampai dengan 30 September
2011.

BABIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal13

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan
karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diletapkan di Jakarta
padatanggal 29 September 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU OTA JAKARTA, ,

k n di Jakarta
al 7 0 k to be r 2011

A IS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

ERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2011 NOMOR 89



Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

85 TAHUN 2011

29 September 2011

egiatan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

ia Kegiatan Pengawas Pemerintahan Pertama

elakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan

p merintahan umum mengenai persandian;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat
d n desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenal
s rana dan prasarana;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai
•s mber daya manusia kesehatan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat
d n perbekalan kesehatan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai
p mberdayaan masyarakat;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga
engenai kepemudaan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga
engenai olahraga;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai
p mbinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai
p mbinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai
p ngelolaan umum;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai
p ngelolaan umum;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai
p rhubungan darat;

M1elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi informatika
mengenai pos dan telekomunikasi;
Mblakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan
bi~ang sosial;
MFlakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai idenlifikasi
drn pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

M~lakUkan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan
p gram/kegiatan bidang sosial;
M lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan
p laksanaan program di bidang sosial;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai

t'ooo'o",oo '00'0 '"'o,moroo,

N IAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
NGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

16

14

20J

19

I.
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elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai

epahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

~umber daya air;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

air minum;
~elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

~ir Iimbah;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

~ersampahan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

rainase;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

ermukiman;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum

~
engenai bangunan gedung dan Iingkungan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan

engenai kelautan;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan

~engenai pengelolaan pemasaran;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan

~engenai penyuluhan dan pengendalian;
IYJelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai
tanaman pangan dan hortikultura;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai

Pflrkebunan;
~elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai
penunJang;
tv1elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
in~entarisasi hutan;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
Pljlnataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
rencana pengelolaan jangka pendek eagar alam, suaka margasatwa, taman nasional,
taran wisata alam dan taman buru;
MFlakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
pengelolaan taman hutan raya;

~
Iakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

mungutan hasil hutan pada hutan produksi;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

emanfaatan kawasan hutan dan jasa Iingkungan pada hutan produksi;

f
,akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

n ustri pengelolaan hasil hutan;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

~nataan usahaan hasil hutan;
lrlakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
emanfaatan kawasan hutan pada hutan Iindung;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
~nerimaan negara bidang kehutanan;

29.

44.

42.

41.

40.

43.

33.

37.

34.

38.

39.

3.

3~.

31.

24

26

25

23

22



3

mengenai

mengenai

kehulanan

kJhulanan

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai
engelolaan daerah aliran sungai (DAS);
~elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
~;ngembangan hulan hak dan aneka usaha kehulanan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
erbenihan lanaman hias;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai

engusahaan pariwisala alam pada kawasan peleslarian alam, pengusahaan laman
uru, areal buru dan kebun;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai

emanfaatan tumbuhan dan salwa liar;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai

I mbaga konservasi;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai

erlindungan hutan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai

enebangan/penanaman/pemungutan hasil hulan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinduslrian mengenai

saha industri;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinduslrian mengenai

erlindungan usaha industri;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai

emasaran;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinduslrian mengenai

umber daya manusia;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai

I ngkungan hidup;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinduslrian mengenai

arana dan prasarana;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinduslrian mengenai

ala induslri;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai
elrologi legal;

~
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai

erdagangan berjangka komoditi, allernatif pembiayaan sislem, resi gudang dan
asar lelang;
~elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya
T,ineral mengenai mineral, balu bara, panas bumi dan air; dan

elakukan pengawasan dengan tujuan lertenlu alas kegialan tugas pembanluan di
abupalen/Kola dan Desa.

62

59

56

55

63

50

58

48

49

B. RI i n Kegialan Pengawas Pemerinlahan Muda

1

2

1

elakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma,
landar, prosedur dan krileria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian,
enyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang diluangkan dalam rencana kerja
nggaran saluan kerja perangkal daerah (RKA-SKPD);
elakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
elakukan pengawasan alas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,

valuasi, pengujian/penilaian lerhadap rencana kerja anggaran saluan kerja perangkal
aerah (RKA-SKPD);
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24.

elakukan pengawasan alas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis.
valuasi. pengujian/penilaian lerhadap kesejahleraan masyarakat;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan
talan sipil;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan
merinlahan umum melipuli perangkat daerah;

7. ~elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan
ffngembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakal;

8. ~elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai
k bijakan pembiayaan;

g. elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai
pendidikan dan tenaga kependidikan;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai
ubaya kesehatan;
Jelakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai
k bijakan pembiayaan kesehalan;

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagake~aan mengenai

Pllmbiayaan kelenagakerjaan;
tl./elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai
kramanan pangan;
rYlelakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai
pbrkerelaapian;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informalika
engenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerja sama

b dang sosial;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan

b dang sosial;

~
elakUkan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana

d n prasarana bidang sosial;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem

in ormasi kesejahleraan sosial;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai
perkolaan dan pedesaan;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai
ia~a kontruksi;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelaulan dan perikanan
mengenai umum;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan
m~ngenai perikanan tangkap;
MFlakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan
mengenai perikanan budidaya;
Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai

Pfernakan dan kesehatan hewan;
M lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
p nunjukkan kawasan hutan. hutan produksi. hulan Iindung. hulan peleslarian alam,
k wasan suaka alam dan tanaman baru;
M lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

r~" hom" do",," <oj,"" khO'O'
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~akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
cana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

1cana pengelolaan tahunan Uangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan
rdduksi;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

cana pengelolaan tahunan Uangka pendek) unit KPHL;
~Iakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
~cana pengelolaaan tahunan Uangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan

ndung;
cllakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
e[lataaan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
~cana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

e cana pengelolaan jangka menengah eagar alam. suaka margasatwa, taman

a ional, taman wisata alam dan taman buru;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

e cana kehutanan;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

i em informasi kehutanan (numerik dan parsial);

E
akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

e anfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

ereneanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

elaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

eklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

eklamasi hutan areal beneana alam;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

elnberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
~Iakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
utan kota;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
erdidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
enyuluhan kehutanan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

+gawasan bidang kehutanan;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai

rizinan;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai

a ilitas industri;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai

e nologi;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai

Jrmodalan;
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elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinpustrian mengenai
k rja sama industri;

lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perin~ustrian mengenai
k lembagaan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinpuslrian mengenai

onitoring, evaluasi dan pelaporan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai

p rdagangan dalam negeri;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energj dan sumber daya
ineral mengenai geologi;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya
ineral mengenai ketenagakerjaan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya
ineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
elakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan

Desa
elakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat
elakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
elakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi; dan
elakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kabupaten/Kota.

ia Kegiatan Pengawas Pemerintahan Madya

elakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma,
s andar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
p nyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana
s rategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);

2

1

elakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma,
s andar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
p nyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja
s luan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);

elakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma,
s andar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
p nyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan
u um anggaran (KUA);

elakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
e aluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat
d erah (Renstra SKPD);

elakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
e aluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
( enja SKPD);

elakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
e aluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);

elakukan pengawasan barang/aset daerah;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan

p litik dalam negeri;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan

p merintahan umum mengenai pemerintahan umum;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan

p merintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
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elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat
an desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;

~
I lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan
ngembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan

ngembangan kehidupan mengenai pemerdayaan masyarakat dalam pengelolaan
Jmber daya alam dan teknologi tepat guna;

lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai

~bijakan dan standar;

~tlakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai

era kurikulum;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai
anajemen kesehatan;
l~lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai
embinaan sumber daya manusia;

lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai

enempatan tenaga kerja luar negeri;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagake~aan mengenai

eEbinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai

e ahanan pangan;
~Iakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai

erhubungan laut;

i
,akukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai

e encanaan bidang sosial;

lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai
ergembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

PrKS);

l
lakUkan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan
aga fungsional pekerja sosial;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai

i a marga;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai
erataan ruang;
~Iakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan
4ngenai pengawasan dan pengendalian;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

enataan kawasan hutan;
~akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
1cana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
e/akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
~cana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
ncana pengelolaan dua puluh tahunan Uangka panjang) unit kesatuan pengelolaan

utl~n Iindung (KPHL);
e akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
n ana pengelolaan lima tahunan Uangka menengah) unit KPHL;
e akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
ncana pengelolaan lima tahunan Uangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan

lung;
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lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
ercana pengelolaan dua puluh tahunan Uangka panjang) unit kesatuan pengelolaan
tJtan konservasi (KPHK);
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

ercana pengelolaan lima tahunan Uangka menengah) unit KPHK;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai

enelitian dan pengembangan kehutanan;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai
mbinaan dan pengendalian bidang kehulanan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai
engangkatan pelugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perinduslrian mengenai

erencanaan dan program;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai
tandarisasi;

~Iakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai
I . d t·engawasan In us n;

MFlakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai

~
dagangan luar negeri;

M lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai
ngembangan ekspor nasional;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang lransmigrasi mengenai

ebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
+akukan evaluasi atas rancangan peraluran kepala daerah tentang penjabaran

~ggaran pendapatan belanja daerah;
Flakukan pengawasan dengan tujuan tertentu alas kegiatan dekonsentrasi dan

upas pembanluan di Provinsi;
elakukan pengawasan alas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;

elakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerinlahan Kabupalen/Kola;
~Iakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota;
elakukan evaluasi daerah otonom baru Kabupaten/Kola;
elakukan evaluasi pemerinlahan kecamatan alau sebulan lainnya; dan
elakukan evaluasi laporan akunlabilitas meliputi komponen departemen.

elakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma,

landar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian

enyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang diluangkan dalam rencana
embangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
elakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma,

tandar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
9nyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang diluangkan dalam rencana kerja
~merinlah daerah (RKPD);
elakukan pengawasan alas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
+Iuasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah

erah (RPJMD);
lakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui anal isis,

aluasi, pengujian/penilaian lerhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
lakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang olonomi daerah dan

jmerinlahan umum mengenai otonomi daerah;
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lakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
lakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan BupatilWali~ota;

lakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;

lakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;

lakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan
lakukan evaluasi daerah otonom baru Provins!.

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang p/=ndidikan meliputi
p ngendalian mutu pendidikan;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang] ketenagakerjaan
engenai kebijakan, pereneanaan, pembinaan dan pengawasan;

elakukan pen9awasan pelaksanaan urusan wajib bidang perh bungan mengenai
p rhubungan udara;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan
bll:Jang sosial;

~
elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai

p mbentukan wilayah pengelolaan hukum;

elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai
r+eana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan
P~oduksi (KPHP);

MElakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai
reneana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan Iindung;

M lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai

eana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
lakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai

eana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan unit eagar alam, suaka
rgasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;

lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai
rja sama perdagangan internasional;

lakukan evaluasi atas raneangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan
lanja daerah (APBD);

lakukan evaluasi atas raneangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
lakukan evaluasi atas raneangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
lakukan evaluasi atas raneangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
lakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
lakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;

lakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
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Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nemer
Tanggal

85 TAHUN 2011
29 September 2011

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

A. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tingkat Provinsi
I. Pengawas Pemerintahan Pertama

SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 B
1 Melakukan penqawasan kemampuan kelembaaaan; Laporan 1 133 178 156 700
2 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 133 178 156 700

loemerintahan umum menaenai oersandian'
3 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan Laporan 1 133 178 156 700

masvarakat dan desa menaenai oemerintahan desa dan kelurahan'
4 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 133 178 156 700

sarana dan orasarana'
5 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 133 178 156 700

sumber dava manusia kesehatan'
6 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat Laporan 1 133 178 156 700

dan oerbekalan kesehatan;
7 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 124 172 148 666

Ipemberdavaan masvarakat;
8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan Laporan 1 124 172 148 666

olahraga mengenai kepemudaan;
g Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan Laporan 1 124 172 148 666

olahraaa menaenai olahraaa;
10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 1 124 172 148 666

men enal em lOaan e atl an an ro u tivltas tena a er a;

mencenai oembinaan dan oenemoatan tenaaa keria dal~~ neaeri;
.. 'v vv'

12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 1 124 172 148 666
menQenai penaelolaan umum;

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan Laporan 1 124 172 148 666
menaenai oenaelolaan umum;



2

SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATANI (JAM) RATA- TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 6
[-14 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Leporan 1 124 172 148 666

oerhubunaan darat'
15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi informatika Leporan 1 124 172 148 666

menoenai DOS dan telekomunikasi·
16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sasiel mengenai Leporan 1 124 172 148 666

!pembinaan bidana sosial;
17 MeJakukan pengawasan peJaksanaan urusan WBJlb bidang sosiel mengenai Leporan 1 124 172 148 666

identifikasi dan oenaawasan oenvandano mesalah keseiahteraan 505iel;
18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sasiel mengenai Leporan 1 124 172 148 666

loelaksanaan orooram/keaiatan bidano sasiel;
19 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 124 172 148 666

loelaooran oelaksanaan proqram di bidanq sosial"
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 124 172 148 666

loenaanuaerahan landa kehormatan"
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai Laporan 1 124 172 148 666

keoahlawanan, keoerintisan keiuanaan dan kesetiakawanan sosial"
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laparan 1 124 172 148 666

menaenai sumber daya air;
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laparan 1 124 172 148 666

menaenai air rninum"
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 124 172 148 666

menoenai air limbah"
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporao 1 124 172 148 666

menaenai oersamoahan"
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 124 172 148 666

menaenai drainase;
27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 124 172 148 666

menaenai permukiman"
28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang peket)aan umum Laporao 1 124 172 148 666

menaenai banaunan aeduna dan linakunaan;
LO .,v,elakokart pengawasall pelaksanaall UI usa, r-pitman-bidal 19 keleutan daR periltene

30 Melakukan pengawasan pelaKsanaan urusan pilinan 010an9 kelauta1f c:ran- perikanan Laperan 12"4 -'7'1- --1"48 666
menaenai oenaelolaan oemasaran;

31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laparao 1 124 172 148 666
menaenai oenvuluhan dan oenaendalian·

32 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporao 1 124 172 148 666
tanaman panpan dan hortikultura;



3

SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
33 Me!akukan pengawasan pelaksanaan urusan pitlhan bldang pertanian mengenai Laporan 1 124 172 148 666

loerkebunan;
34 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 1 124 172 148 666

loenun;anQ;
35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666

inventarisasi hutan;
36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -

penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
rencana pengelolaan jangka pendek eagar alam, suaka margasatwa, taman
nasiansi taman wisata alam dan taman buru"

38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
loenaelolaan taman hutan rava;

39 IMelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
loemunQutan hasil hutan oada hutan nroduksi;

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
industri oennelolaan hasil hutan;

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
loenataan usahaan hasil hutan;

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
loemanfaatan kawasan hutan oada hutan linduna:

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
loenerimaan neaara bidana kehutanan;

45 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
loonaelalaan daerah aliran sunaai IDAS);

46 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
!oenaembanaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan"

47 Melakukan oenaawasan oelaksanaan urusan oHihan bidann kehutanan mennenai Lanoran

48 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, f=engusahaan taman
buru areal buru dan kebun"

49 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporar: - -
loemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU

NO BUTIR KEGIATAN KEGIATANI (JAM\ RATA-
HASIL

TAHUN RATA
TOTAL

MIN MAKS
1 2 3 4 5 6 7 8

50 M~lakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Leporan 1 124 172 148 666
lembaqa konservasi;

51 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Leporan 1 124 172 148 666
loerlindunaan hutan;

52 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Leporen 1 124 172 148 666
Ioenebanqanl nenanamanl OP.munautan hasH hutan'

53 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Leporan 1 124 172 148 666
usaha industri :

54 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Leporan 1 124 172 148 666
loerlindunaan usaha industri;

55 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 124 172 148 666
lpemasaran;

56 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 124 172 148 666
sumber dava manusia·

57 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 124 172 148 666
linakunaan hidun;

58 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 124 172 148 666
sarana dan orasarana·

59 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 124 172 148 666
data industri-

60 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
metralani lenal;

61 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 124 172 148 666
perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sislem, resi gUdang dan
loasar lelana·

62 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 124 172 148 666
mineral menQenai mineral, batu bara oanas bumi dan air; dan

63 Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Laporan 1 124 172 148 666
Kabuoaten/Kota dan Desa.

JUMLAH TOTAL 37.523

1 Jam efektif 1 hari : 4.5 jam
2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun :: 1250 jam
3 Kolam 7: (Kolom 5 + Kalam 6)/2
4 Kolam 8 : Kolam 4 x Kolam 7 x 4.5 jam

--a---rGrmasWabatan Fungsional Eengawas Eemerjntahan~.o Orang



II. Pengawas Pemerintahan Muda
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU
WAKTUNO BUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATANI (JAM) RATA-
TGTALTAHUN MIN MAKS RATA1 2 3 4 5 6 7 81 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ Laporan 1 78 100 89 401

norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui anal isis, evaluasi,
pengujian/penilaian, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang diluangkan
dalam reneana kerja anggaran satuan ker;a Deranakat daerah (RKA-SKPD);

2 Melakukan pengawasan teknis oeneraoan SPM/NSPK; Laooran 1 78 100 89 4013 Melakukan pengawasan atas pembinaan peJaksanaan urusan pilihan melalui Laporan 1 78 100 89 401
analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran saluan kerja
perangkat daerah (RKA-SKPD);

4 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pHihan mela/ui Laporan 1 78 100 89 401
analisis, evaluasi. oenQuiiar}{Q.enilaian terhadap keseiahteraan masvarakat:

5 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan Laporan 1 78 100 89 401catalan sioil;
6 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 78 100 89 401!pemerinlahan umum meliputi peranqkat daerah'
7 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 1 78 100 89 401oenaembanaan kehidupan menaenai sosial budaya ma~arakat;
8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 78 100 89 401kebijakan pembiayaan;
9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 78 100 89 401IDendidikan dan tenaea k~endidikan'

10 Mefakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 78 90 84 378uoava kesehatan;
11 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 1 78 90 84 378menaenai oembiayaan ketenaaakeriaan:
13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelahanan pangan Laporan 1 78 90 84 378menqenai keamanan panqan:

[lVleta ~u"~,, I ~"'" '~Qwasan pe a"sanaan urusan wajl Iluang perhubungan menqenai LaDoran 1

f- -15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan Laporan 1 78 90 84 378
informatika menqenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 78 90 84 378keriasama bidang sosial:
17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 78 90 84 378IDenaawasan bidang sosial;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA- TOTAL

TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana Laporan 1 78 90 84 378

dan orasarana bidann sosial;
19 Metakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem Laporan 1 78 90 84 378

informasi keseiahteraan sosial;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 78 90 84 378

mencenai oerkotaan dan oedesaan;
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 78 90 84 378

menQenai iasa kontruksi;
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 78 90 84 378

menaenai umum;
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 78 90 84 378

menaenai oerikanan tanakao;
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 78 90 84 378

menQenai Derikanan budidava"
25 Melakukan pengawasan petaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 1 78 90 84 378

loelernakan dan kesehatan heWaD"
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378

penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam,
kawasan suaka alam dan tanaman bani"

27 MeJakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
kawasan hutao denaan tuiuan khusus"

28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
reneana oenaelolaan ianaka oendek (tahunan) unit KPHP;

29 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
reneana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan

loroduksi-
30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378

reneana aenaelolaan lahunan Iianaka oendek\ unil KPHL"
31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378

reneana nennelolaa~n t~hunan (jangka pendek) unit usaha pemaofaatan hlltan

li~
n-pengawasan naan urusan-pilihan b1dang kehulanan mengenal taporan 1 -78 -90 84 i- 378

Inenataaan areal keria unit usaha oemanfaatan hutan lindune;
33 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378

raneana aanaelalaan ianaka aendek (lahunani unil KPHK;
34 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan -

reneana pengelolaan jangka menengah eagar alam, suaka margasatwa, taman
naslonal, taman wisata alam-dan taman buru;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378

rencana kehutanan;

36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);

37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan
pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;

38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
pelaksanaan rehabHitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
reklamasi hutan areal bencana alam;

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekltar hutan;

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pili han bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
hutan kota;

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan -
pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;

45 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
penyuluhan kehulanan;

46 Merakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 78 90 84 378
pengawasan bidang kehutanan;

47 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 78 90 84 378
perizinan;

48 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 78 90 84 378
fasilitas industri;

49 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan oilihan bidann nerindustri'=ln .

I50 It:;:::an pengawasan pelaksanaan urusan pllihan bidang perindustrian mengenal

-
Laporan 1 78 90 84 378

permodalan;

51 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 78 90 84 378
kerja sarna industri;
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATANI (JAM) RATA- TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
52 ~eraRuKan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 78 90 84 378

kelembaqaan;
53 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 78 90 84 378

monitorina. evaluasi dan oelaooran;
54 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 78 90 84 378

nerdaqanqan dalam neqeri;
55 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 78 90 84 378

mineral menaenai oeolooi:
56 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan 5umber daya Laporan 1 78 90 84 378

mineral menaenai kelenaaakeriaan;
57 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 78 90 84 378

mineral menClenai pendidikan dan oelatihan;
58 Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Laporan 1 78 90 84 378

Desa
59 Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat Laporan 1 78 90 84 378

60 Melakukan evaluasi pemerintahan desalkelurahan atau sebutan lainnva; Laporan 1 78 90 84 378
61 Melakukan evaluasi laDoran akuntabilitas menQenai SKPO di Provinsi; dan Laporan 1 78 90 84 378
62 Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di KabupatenJKota. Laporan 1 78 90 84 378

JUMLAH TOTAL 22.529

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
4 Kolom 8 =Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 18 Orang



Ill. Pengawas Pemerintahan Madya
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 33 51 42 189

standar, prosedur dan krileria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strateg;
satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPO)

2 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 33 51 42 189
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis. evaluasi, pengujianlpenila;an
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja
satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)

3 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 33 51 42 189
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum
"nno"ran IKLJA\

4 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 33 51 42 189
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah

I'Renstra SKPO\
5 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 33 51 42 189

evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
Reoia SKPOl

6 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 33 51 42 189
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA)

7 Melakukan pengawasan barang/aset daerah; Laporan 1 33 51 42 189
8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik Laporan 1 33 51 42 189

dalam negen;

9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 33 51 42 189
Ipemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;

10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 33 51 42 189
!oemerintahan umum menaenai kebiiakan administrasi keuanaan daerah'

akttkan pengawasarrpelaksana"alTUnJSanvrcijit) Dloang pemoeroayaan masyarakat LaDoran 1 " - -

72 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 1 33 51 42 189
pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 1 33 51 42 189
pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
sumber dava alam dan teknoloQi lenat auna-
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATANI IJAM' RATA- TOTAL
TA,","N MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
14 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

kebiiakan dan standar;
15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta Laporan 1 33 51 42 189

kurikulum:
16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

manaiemen kesehatan:
17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

loembinaan sumber dava manusia·
18 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

loenemoatan tenana kena luar neaeri;
19 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

loembinaan hubunoan industrial dan iaminan sosial tenana keria;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

ketahanan oanaan;
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemubungan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

Iperhubunoan laul;
22 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 33 51 42 189

loerencanaan bidana sosial;
23 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 33 51 42 189

pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);

24 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan Laporan 1 33 51 42 189
lenaaa funasianal peker;a sasial'

25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai Laporan 1 33 51 42 189
bina marea;

26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai Laporan 1 33 51 42 189
lpenataan ruano~

27 Melakukan peng3wasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 33 51 42 189
menaenai oenaawasan dan oenaendalian;

28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
Ipenataan kawasan hutan·

kukan pengawasaA petaksanaan ufUSan--pttihan bidang kehotananlTre-rrgen3i Laporan 1 33 •• AO

jMefakttk.-an--pengawasan-pelaks-arraan a-rusan pmfian bldang lrehutanan mengenai Laporan -
rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
rencana pengelolaan dua puluh tahunan Uangka panjang) unit kesatuan pengelolaan
hutan lindun" IKPHU'
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA- TOTAL

TAHUN MIN MAKS RATA
1 2 3 4 5 6 7 8

32 ;Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
rencana penoelolaan lima lahunan (ianoka menenoah) unit KPHL;

33 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
rencana pengelolaan lima tahunan Gangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan
linduno:

34 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
rencana pengelolaan dua puluh tahunan Gangka panjang) unit kesatuan pengelolaan
hutan konservasi CKPHKl:

35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
rencana oenaelolaan lima tahunan fiannka menenaah) unit KPHK'

36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
oenelitian dan nennembannan kehutanan'

37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
nembinaan dan nennendalian bidano kehutanan'

38 Melakukan pengawasan f}elaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
OPnoanokatan oeluaas oembuat lanoran hasil nemeriksaan'

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 33 51 42 189
oerencanaan dan oroaram'

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 33 51 42 189
standarisasi'

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pitihan bidang perindustrian mengenai Leporan 1 33 51 42 189
oenaawasan industri'

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
erdanannan luar neneri'

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
ennembannan eksnor nasiona]'

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai Laporan 1 33 51 42 189
kebiiakan nerencanaan nembinaan dan nenoawasan'

45 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Laporan 1 33 51 42 189
annnaran nendanatan belania daerah'

46 Melakukan oengawasan denqan tujuan tertentu atasmiatao dekoosentrasj dan ttJgaL I .~,"n '- -51 -42 I- ~89-

- US! an e; -a an ~ 33 -?1 42- 189
48 Melakukan evaluasi kineria penvelenaaaraan pemerintahan KabupalenlKota; Laparan 1 33 51 42 189
49 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah KabupatenlKota; Laporan 1 33 51 42 189

50 Melakukan evaluasi daerah otonom baru Kabuoaten/Kota' LaDoran 1 33 51 42 189
51 melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnva; dan Laporan 1 33 51 42 189
52 Melakukan evaluasi laooran akuntablilitas meUouti komoonen decartemen, Lacoran 1 33 51 42 189
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATANI (JAM\ RATA- TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
53 MefakuKan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 33 51 42 189

standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD):

54 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 33 51 42 189
standar, prosedur dan knteria (NSPK) melalui analisis. evaluasi, pengujianlpenilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja
loemerinlah daerah IRKPDl:

55 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan piJihan melalui analisis, Laporan 1 33 51 42 189
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap reneana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMDl:

56 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 33 51 42 189
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap reneana kerja pemerintah daerah (RKPD);

57 Melakukan oenaawasan kebiiakan keuanaan daerah/neaara; Laooran 1 33 51 42 189
58 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 33 51 42 189

pemerintahan umum menqenai otonomi daerah:
59 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi Laporan 1 33 51 42 189

oenaendalian mutu oendidikan'
60 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

kebiiakan. oerencanaan, oembinaan dan oenaawasan;
61 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

oerhubunQan udara;
62 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan Laporan 1 33 51 42 189

bidana sosial'
63 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

pembeotukao wilavah peoQelolaan hukum:
64 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi

65 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189
fen<:2n. k· , Pttiuh tahunan unit-usaha-pemanfaatarrhutan"roduksl I-

~

- l- I--
ow

reneana ker a iJsana dua uluh tahunan Un! usaha oemanmatan hutan oroduksi;
67 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

reneana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit eagar alam, suaka
maraasatwa taman nasional taman wisata alam dan taman buru'



13

SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
68 melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 33 51 42 189

keria sarna oerdaoanaan intemasional;
69 Melakukan evaluasi alas rancangan peraturan daerah tentang aoggaran pendapatan Laporan 1 33 51 42 189

belania daerah (APBDl
70 Melakukan evaluasi alas rancanQan peraturan daerah tentana oaiak daerah; Laporan 1 33 51 42 189
71 Melakukan evaluasi alas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah; Laporan 1 33 51 42 189

72 Melakukan evalu8si alas rancanQan oeraturan daerah lentana tata ruano daerah; LaDOran 1 33 42 38 169
73 Melakukan klarifikasi alas oeraluran daerah; LaDOran 1 33 42 38 169
74 Melakukan klarifikasi alas oeraturan keoala daerah; LaDOran 1 33 42 38 169
75 Melakukan pengawasan kine~a kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Laporan 1 33 42 38 169

Provinsi'
76 Melakukan oenaawasan atas berakhrmva masa iabatan Gubemur; LaDOran 1 33 42 38 169
77 Melakukan oenaawasan atas berakhirnva masa iabatan BuoatilWalikota; Laooran 1 33 42 38 169
78 Melakukan oenaawasan atas indikasi oenvalahaunaan wewenana; LaDoran 1 33 42 38 169
79 Melakukan evaluasi kiner'a oenvelenaaaraan oemerintahan Provinsi; Laooran 1 33 42 38 169
80 Melakukan evaluasi kemamouan oenvelenaaaraan otonomi daerah Provinsi; dan Laporan 1 33 42 38 169
81 Melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi. Laperan 1 33 42 38 169

JUMLAH TOTAL 14.950

1 Jam efektif 1 hari =4.5 jam
2 Kapasitas jam ke~a per orang dalam satu tahun = 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)12
4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 12 Orang



14

B. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DI Daerah pada 5 Wilayah Kota
I. Pengawas Pemerintahan Pertama

SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan penqawasan kemamouan kelembaaaan' Laooran 5 111 133 122 2.745
2 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 5 111 133 122 2.745

oemerintahan umum menaenai oersandian;
3 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan Laporan 5 111 133 122 2.745

masvarakat dan desa menaenai oemeriotahan desa dan kelurahan"
4 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 5 111 133 122 2.745

sarana dan orasarana:
5 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 5 111 133 122 2.745

sumber dava manusia kesehatan'
6 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai cbal Laporan 5 111 133 122 2.745

dan oerbekalan kesehatan;
7 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

pemberdayaan masyarakat;
8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan Laporan 5 111 126 119 2.666

olahraga mengenai kepemudaan;
9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan Laporan 5 111 126 119 2.666

olahraoa menoenai olahraaa;
10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wa;ib bidang ketenagakerjaan Laporan 5 111 126 119 2.666

menqenai oembinaan oelatihan dan produktivitas tenaQa keria:
11 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai oembinaan dan oenemoatan tenaca kena dalam neneri"
12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai oenaelolaan umum"
13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajlb bidang ketahanan pangan Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai oenaelolaan umum"
14 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

perhubunaan darat·
10 IMelal<.Ul<.an pengawasan pelaksanaan urusan wajibbidang kcmunikasi informatika Laporan 5 111 126 11g 2666

16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
loembinaan bidann sosial"

17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sesial mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
identjfikasi dan oenaawasan cen andann masalah keseiahteraan sosial"

18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
loelaksanaan oroaram/keoiatan bidano sosial"
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
19 Metakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosiai mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

pelaparan pelaksanaan praqram di bidanq sasial;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

oenaanuaerahan tanda kehormatan'
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai·nilai Laporan 5 111 126 119 2.666

kepahtawanan. kenerintisan keiuanoan dan kesetiakawanan sosialo
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umurn Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai sumber dava air'
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai air minum;
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 5 111 126 119 2.666

menqenai air limbah:
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang peke~aan umum Laporan 5 11 1 126 119 2.666

menaenai oersamoahan;
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bldang pekerjaan umum Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenal drainase:
27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai permukiman'
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai banaunan aeduna dan linakunaan'
29 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai kelautan;
30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai oenaelolaan pernasaran'
31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 111 126 119 2.666

menaenai oenvuluhan dan oenaendalian'
32 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

tanaman panQsn dan hortikultura-
33 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

oerkebunan;
~4 Melakokarrpmrgawasan pera~n urusan pllinan oleang penanlan mengenai Laporan 5 111 126 110 ,~"~
30 IMelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

inventarisasi hutan'
36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -

penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 ~ 5 6 7 8
37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -

rencana pengelolaan jangka pendek eagar alam, suaka margasafINa, taman
nasianal taman wisata alam dan taman buru'

38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
penqelolaan taman hutan rava'

39 Melakukan pengawasa'1 pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
oemunautan hasil hutan pada hutan oroduksi'

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;

41 Melakukan peng8wasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
industri oenaelolaan hasil hutan'

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
oenataan usahaan hasH hutan:

43 jMelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
oemanfaatan kawasan hutan pada hutan linduna:

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehulanan mengenai Laporan - -
oenerimaan neoara bidana kehulanan;

45 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
penqelolaan daerah aliran sunqai (DAS);

46 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan I - -
oenaembanaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan'

47 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan rr:engenai Laporan 5 111 126 119 2.666
perbenihan tanaman hies'

48 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman
burn areal buru dan kebun'

49 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar:

50 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666
lembaqa iIooservasi: I-

~1

=~:aA-
..

- f-- tan;
52 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

loenebanoan/oenanamanloemunoutan hasil hutan;
53 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 111 126 119 2.666

usaha industri;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANJ (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ Laporan 5 67 89 78 1.755

norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
pengujian/penilaian, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan
dalam rencana keria anooaran satuan keria oeranakat daerah (RKA-SKPO):

2 Melakukan penQ8wasan teknis peneraoan SPM/NSPK; Laporan 5 67 89 78 1.755
3 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Laporan 5 67 89 78 1.755

analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja aoggaran satuan kerja
perangkat daerah (RKA-SKPD);

4 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Laporan 5 67 89 78 1.755
analisis, evaluasi, oenauiian/oenilaian terhadao keseiahteraan masvarakat'

5 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan laporan 5 67 89 78 1.755
catatan sipil;

6 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan laporan 5 67 89 78 1.755
loemerintahan umum meliouti oeranQkat daerah'

7 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan laporan 5 67 89 78 1.755
Ipengembangan kehidupan menaenai sosial budava masvarakat:

8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 5 67 89 78 1.755
kebijakan pembiayaan;

9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 5 67 89 78 1.755
loendidikan dan tenaea keoendidikan"

10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
unava kesehatan'

11 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
kebi'akan oembiavaan kesehatan'

12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan laporan 5 67 72 70 1.564
menaenai oembiavaan ketenanakeriaan'

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan Laporan 5 67 72 70 1.564
menaenai keamanan nannan'

14 Melakukan penQawasan pelaksanaan urusan wa'ib bidana

15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan Laporan 5 67 72 70 1.564
informatika mennenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi'

16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sasial mengenai kerja laporan 5 67 72 70 1.564
sarna bidana sosial'

17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
oenoawasan bidana sosial'
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
18 MetaKuken pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana Laporan 5 67 72 70 1.564

dan orasarana bidana sosiat;
19 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sasial mengenai sistem Laporan 5 67 72 70 1.564

informasi keseiahteraan sasial;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 5 67 72 70 1.564

menQenai oerkotaan dan oedesaan'
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 5 67 72 70 1.564

mencenai iasa kontruksi;
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 67 72 70 1.564

menQenai umum'
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan piljhan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 67 72 70 1.564

menaenai oerikanan tanakao;
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 67 72 70 1.564

menaenai oerikanan budidava;
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

!peternakan dan kesehatan hewan;
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam,
kawasan suaka alam dan tanaman baru-

27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
kawasan hutan denean tuiuan khusus;

28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
rencana penQelolaan ianQka pendek (tahunan) unit KPHP;

29 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
reneana pengelolaan tahunan Uangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan

loroduksio
30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

rencana oenQelolaan tahunan (ianQka pendek) unit KPHL·
31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

rencana pengelolaan tahunan Uangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan -
Hndun"·

- ~. 1-'-- ,."'"
- enataaa'i'f"areal ker a unl usaha emantaatan hutan linduna;

33 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
rencana penQelolaan ianQka pendek (Iahunan) unit KPHK;

34 rJelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
reneana pengelolaan jangka menengah eagar alam, suaka margasatwa, taman
nasional, laman wisata alam dan taman buru;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN KEGIATAN/ (JAM) RATA-

HASIL
TAHUN RATA

TOTAL
MIN MAKS

1 2 3 4 5 6 7 8
35 MeLakukanpengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

rencana kehutanan"
36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

sistem informasi kehutanan (numerik dan narsialt
37 Melakukan pengawasan peJaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -

loemanfaatan hasil hutan cada hutan oroduksio
38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pllihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564

perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
reklamasi hulan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bldang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
reklamasi hutan areat bencana alam;

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
hutan kota:

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;

45 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
loenvuluhan kehutanan"

46 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
Ipenqawasan bidann kehutanan;

47 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindusman mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
loerizinan;

48 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
fasilitas industri:

49 Melakukan oenQawasan pelaksanaan urusao Qllihan...bidaoQ-p.enodustriarunengenai Laporan 5 I- 61- 72 ,0 I-- 1.564
teknoloai;

- elaKSanaan-urusan pilihan bKlang perinduslnan mengenai Laporan 5 07 72 70 1.564
loermodalan"

51 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
keria sarna industri;

52 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564
kelembaaaan"
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU
WAKTUNO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATAN/ (JAM) RATA-

TOTALTAHUN MIN MAKS RATA1 2 3 4 5 6 7 853 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564monitoring, evaluasi dan pelaporan;
54 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan piJihan bidang perdagangan mengenai Laporan 5 67 72 70 1.564loerdaaanaan dalam negeri;
55 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 5 67 72 70 1.564mineral menQenai Q80100i;
56 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 5 67 72 70 1.564mineral menqenai keten~akeriaan;
57 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 5 67 72 70 1.564mineral mengenai pendidikan dan oelatihan;
58 Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Laporan 5 67 72 70 1.564Oesa
59 Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat Laporan 5 67 72 70 1.56460 Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; Laporan 5 67 72 70 1.56461 Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas menQenai SKPD di Provinsi; dan Laporan 5 67 72 70 1.56462 Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kabupaten/Kota. Laporan 5 67 72 70 1.564

JUMLAH TOTAL
94.007

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
4 Karam 8 = Kalom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 75 Orang
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO 'BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA- TOTAL

TAHUN MIN MAKS RATA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 5 36 44 40 900

standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian
penyusunan reocene pencapaian SPMfNSPK yang dituangkan dalam rencena strategi
satuan ke~a perangkat daerah (Renstra SKPD)

2 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 5 36 44 40 900
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis. evaluasi, pengujianfpenilaian
penyusunan reocana pencapaian SPMfNSPK yang dituangkan dalam rencana kerja
saluan ke~a perangkat daerah (Renja SKPD)

3 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Leporan 5 36 44 40 900
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum
anooaran IKUA)

41 !Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 5 36 44 40 900
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah
I'Renstra SKPDl

5 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 5 36 44 40 900
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
Ren;a SKPDI

6 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 5 36 44 40 900
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA)

7 Melakukan pengawasan barangJaset daerah; Laporan 5 36 44 40 900

8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik Laporan 5 36 44 40 900
dalam negeri;

9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 5 36 44 40 900
!oemerintahan umum menQenai pemerintahan umum;

10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 5 36 44 40 900
oemerintahao umuffi-rnenaenaLk..ebija.ls..an-administrasi keuanaan dae~ah·

11¥¥aa~rr~ ... = ~m I I ROUataR-kemamouan-keJembaaaan,
12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 5 27 33 30 675

pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 5 27 33 30 675
pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
I", 'mber dava-<llam dan tal<noJooi teoat QUna·
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
14 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

kebiiakan dan standar;
15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta Laporan 5 27 33 30 675

kurikulum;
16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

manaiemen kesehatan;
17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

loembinaan sumber dava manusia·
18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

loenemoatan tenaca keria luar neaeri-
19 Melakukan peng3wasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

loembinaan hubunqan industrial dan iaminan 50S1al tenaaa kena·
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

ketahanan oanaan;
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

loerhubunaan laut;
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan waJib bidang sosial mengenai Laporan 5 27 33 30 675

Iperencanaan bidanq sosjalo
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 5 27 33 30 675

IDenaembanaan dan oendavaQunaan ootensi dan sumber keseiahteraan saslal (PSKS);
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 505ial mengenai pembinaan Laporan 5 27 33 30 675

tenaaa funQsional pekeria sosialo
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai Laporan 5 27 33 30 675

bina marea;
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai Laporan 5 27 33 30 675

i penataan ruana;
27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 5 27 33 30 675

menoenai oenaawasan dan oenaendalian'
28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

penataan kawasan hutan; -f--
29 Melakukan penQaWa~kSanaan urusan oir . = 'l~n .

en a Irna a UnaR-} unIt ; - I-

30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan . .

rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
rencana pengelolaan dua puJuh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelo!aan
hutan linduna IKPHU;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN KEGIATANI (JAM) RATA-

HASIL TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
32 Melakukan pengawas-an pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

rencana oennelolaan lima tahunan (iannka menennah' unit KPHL;
33 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

rencana pengelolaan lima tahunan Uangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan
Iinduna:

3d Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
rencana pengelolaan dua puluh tahunan Uangka panjang) unit kesatuan pengelolaan
hulan kanservas; (KPHK):

35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
rencana oenaelolaan lima tahunan (ianaka menenoahl unit KPHK·

36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
Inenelitian dan nenoembanoan kehutanan;

37 Melakukan pengawasan petaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
trn>mbinaan dan nennend::llian bidann kehutanan"

38 Metakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
Inenoanokatan netunas nembu::lt lanoran hasil nemeriksaan"

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 27 33 30 675
Inerencanaan dan oroaram'

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 27 33 30 675
standarisasi"

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 5 27 33 30 675
loenaawasan industri'

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
Inerdaflannan luar nener;'

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
Inennembannan eksnor nasional'

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai Laporan 5 27 33 30 675
kebi"akan nPrencana:?on nembinaan dan nenoawasan'

45 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah lentang penjabaran Laporan 5 27 33 30 675
annoaran nendanatan betania daerah"

46 Melakukan ~ngawasandengan tuj!.@nlerteotu atasJiegiatan..dekonsenlrasi dan tugas tBpo(sn I- 5 27 -:33 30 675

I ru I, USI an neootlsme; Laoaran 0- 2T 33 30 675
48 Melakukan evaluasi kineria nenvelenooaraan oemerinlahan KabunateniKata; Laooran 5 27 33 30 675
49 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota; Laporan 5 27 33 30 675
50 Melakukan evaluasi daerah otonom baru Kabuoaten/Kota; Laoaran 5 27 33 30 675
51 melakukan evaluasi oemerintahan kecamatan atau sebutan lainnva' dan LaDoran 5 27 33 30 675
52 Melakukan evaluasi laooran akuntabilitas meliouti komoonen deoartemen, Laooran 5 27 33 30 675



25

SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
53 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 5 27 33 30 675

standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis. evaluasi, pengujianlpenilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD):

54 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 5 27 33 30 675
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja

loemennlah daerah IRKPD\-
55 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 5 27 33 30 675

evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah
daerah IRPJMD\-

56 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 5 27 33 30 675
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);

57 Melakukan oenaawasan kebiiakan keuanaan daerah/neaara: LaDoran 5 27 33 30 675
58 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 5 27 33 30 675

loemerintahan umum menaenai otonomi daerah'
59 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi Laporan 5 27 33 30 675

loenaendalian mutu oendidikan'
60 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

kebiiakan, oerencanaan, oembinaan dan oenaawasan;
61 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

IperhubunQan udara:
62 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan Laporan 5 27 33 30 675

bidana sosial'
63 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

loembentukan wilavah oenaelolaan hukum:
64 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi
~KPHP.\:

--
ren-cana RNiaOua nutiJff13hunan unit usana oem-a-nfaafan hutan nroduksi'

- ~ -L' .0» .>U f- <no
I-

66 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
rencana keria usaha dua ouluh tahunan unit usaha oernanfaatan hutan Droduksi'

67 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 5 27 33 30 675
rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan eagar alam, suaka
maraasatwa taman nasional taman wisata alam dan taman buru'
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN KEGIATAN/ (JAM) RATA-HASIL

TAHUN MIN MAKS RATA
TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8
68 metakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 5 27 33 30 675

keria sarna oerdaQanQan internasional;
69 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentaog aoggaran pendapatan Laporan 5 27 33 30 675

belania daerah (APBD)
70 Melakukan evaluasi atas rancanaan oeraturan daerah lentana oaiak daerah; Laooran 5 27 33 30 675
71 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah; Laporan 5 27 33 30 675
72 Melakukan evaluasi atas rancanqan oeraluran daerah tentanQ tata (uanq daerah; LaDoran 5 27 33 30 675
73 Melakukan klarifikasi atas oeraturan daerah; LaDOran 5 27 33 30 675
74 Melakukan klarifikasi atas oeraturan keoala daerah; Laooran 5 27 33 30 675
75 Melakukan pengawasan kinerja kegialan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Laporan 5 27 33 30 675

Provinsio
76 Melakukan penQawasan atas berakhirnya masa iabatan Gubernur LaDOran 5 27 33 30 675
77 Melakukan oenQawasan atas berakhirnya masa iabatan BupatilWalikota; Laporan 5 27 33 30 675
78 Melakukan oenQawasan atas indikasi oenvalahQunaan wewenana; Laooran 5 27 33 30 675
79 Melakukan evaluasi kineria oenvelenaaaraan oemerintahan Provinsi; LaDoran 5 27 33 30 675
80 Melakukan evaluasi kemamouan oenvelenoaaraan otonami daerah Provinsi; dan LaDoran 5 27 33 30 675
81 Melakukan evaluasi daerah otonam baru Pravinsi. Laporan 5 27 33 30 675

JUMLAH TOTAL 56.282

1 Jam efektif 1 har; = 4.5 jam
2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun ;; 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ;; 45 Orang
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTlJ WAKTU

NO BUTIR KEGIATAN
HASIL

KEGIATANI (JAM) RATA-
TOTAL

TAHUN MIN MAKS RATA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan penQawasan kemamnuan kelembaaaan; Lanoran 1 37 44 41 183
2 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 37 44 41 183

loemerintahan umum menaenai oersandian;
3 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan Laporan 1 37 44 41 183

masvarakat dan desa menaenai oemerintahan desa dan kelurahan'
4 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 37 44 41 183

sarana dan nrasarana;
5 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 37 44 41 183

sumber dava manusia kesehatan:
6 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat Laporan 1 37 44 41 183

dan oerbekalan kesehatan;
7 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 37 42 40 178

Ipemberdayaan masyarakat;
8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan Laporan 1 37 42 40 178

olahraga mengenai kepemudaan;

9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan Laporan 1 37 42 40 178
olahraQa mennenai olahraaa"

10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagake~aan Laporan 1 37 42 40 178
rnenaenai oembinaan oelatihan dan oroduktivitas tenaaa kena"

11 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 1 37 42 40 178
menaenai Dembinaan dan oenemoatan tenaaa kena dalam neceri;

12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 1 37 42 40 178
mennenai nennelolaan IJmum"

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan Laporan 1 37 42 40 176
mennenai nPnnelolaan umum"

14 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
lnerhubunnan darat"

15 Melakukan nencawasan oelaksan~~nllrllc:~n
..

I- _~u 110

mum aSl"
16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 37 42 40 178

InPmbinaan bidann sosial"
17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 37 42 40 178

identtfika«i dan nennawasan nenvandann masalah keseiahteraan sosial"
18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 37 42 40 178

loelaksanaan nronram/kPl'liatan bidann sosial"
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATANI (JAM) RATA- TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
19 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 37 42 40 178

loelaooran oelaksanaan orooram di bidano sosial;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang saslal mengenai Laporan 1 37 42 40 178

loenaanuaerahan tanda kehormatan;
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai Laporan 1 37 42 40 178

kepahlawanan, kenerintisan keiuannan dan kesetiakawanan sosial'
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan , 37 42 40 178

menaenai sumber dava air'
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 37 42 40 178

menaenai air minum;
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 37 42 40 178

menaenai air limbah;
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan urnurn Laporan 1 37 42 40 178

menaenai oersarnoahan'
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan , 37 42 40 178

rnenaenai drainase'
27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan urnum Laporan 1 37 42 40 178

menaenai oermukirnan'
28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umurn Laporan 1 37 42 40 178

menaenai banaunan aeduna dan linakunaan'
29 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 37 42 40 178

menQenai kelautan;
30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 37 42 40 178

menaenai oenaelolaan oemasaran'
31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 37 42 40 178

menaenai oen\AJluhan dan oenaendalian;
32 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 1 37 42 40 178

tanaman oanaan dan hortikultura;
33 Metakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 1 37 42 40 178

Iperkebunan'
3'1 MelaK'UKaflpengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidanQ pertanian mennenai Lanoran

<~

35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pitihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
inventarisasi hutan;

36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pitihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN KEGIATANI (JAM) RATA-

HASIL TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -

reocana pengelolaan jangka pendek eagar alam, suaka margasatwa, taman
nasianal taman wisata alam dan taman buru·

38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
Inenaelolaan taman hutan rava;

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
loemunautan hasil hutan cada hutan nroduksi;

40 Melakukan peng8wasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
pemanfaatan kawasan hulan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
industri oenaelolaan hasil hutan'

42 Me!akukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
oenataan usahaan hasil hutan;

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
oemanfaatan kawasan hutan oada hutan linduno:

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
:cenerimaan neoara bidann kehutanan'

45 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
loenaelalaan daerah aliran sunaai mAS'·

46 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
Inenoembannan hutan hak dan aneka usaha kehutanan'

47 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
Inerbenihan tan::loman hias'

48 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
lnennusahaan nariwisata alam nada kawasan nelestarian alam nennusahaan taman

49 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan - -
Inemanfaatan tumbuhan dan satwa liar'

50 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178
Jembana konservasi· -

51 ~",,".n .. . .
I un an utan'

r-
's2 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 37 42 40 178

Inenebannan/nenanaman/nemunnutan hasil hutan'
53 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178

usaha industri'
54 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178

Inerlindunnan ,,;.h, :"",,~•.;. - f-
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU
WAKTU

NO BUTIR KEGIATAN
KEGIATANI (JAM) RATA-HASIL

TAHUN MIN MAKS RATA
TOTAL1 2 3 - 4 5 6 7 850 1V'lelaRuKan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178Ipemasaran;

56 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178sumber dava manusia;
57 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178linQkunnan hiduo·
58 Melakukan peng8wasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178sarana dan orasarana;
59 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 37 42 40 178data industri;
60 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 37 42 40 178melroloo; leoal·
61 MeJakukan pengawasan peJaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 37 42 40 178perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem, resi gudang dan

Dasar lelano:
62 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 37 42 40 178mineral menaenai mineral, batu bara, oanas bumi dan air' dan
63 Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Laporan 1 37 42 40 178KabuDalen/Kota dan Oesa.

JUMLAH TOTAL
10.010

1 Jam efektif 1 hari ;;; 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun ;;; 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
4 Koram 8 ;;; Kolom 4 x KoJam 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ;;; 8 Orang
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANI (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ Laporan 1 22 30 26 117

norma, standar. prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
pengujian/penilaian. penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan
dalam reneana keria anqqaran saluan keria peranqkal daerah (RKA-SKPD);

2 Melakukan oenaawasan leknis oeneraDan SPMINSPK; Laooran 1 22 30 26 117
3 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Laporan 1 22 30 26 117

analisis. evaluasi, pengujian/penilaian lerhadap rencana kerja anggaran satuan kerja
perangkal daerah (RKA-SKPD);

4 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Laporan 1 22 30 26 117
analisis. evaluasi, oenauiianloenilaian lerhadao keseiahteraan masvarakat'

5 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan Laporan 1 22 30 26 117
catatan sioil"

6 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan , 22 30 26 117
loemerintahan umum meliouti peranQkat daerah"

7 Melakukan pengawasan petaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 1 22 30 26 117
loenaembanaan kehiducan menaenai sosial budava masvarakat;

8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 22 30 26 117
kebijakan pembiayaan;

9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 22 30 26 117
Icendidikan dan tenaaa keoendidikan;

10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
upaya kesehalan'

11 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan , 22 24 23 104
kebiiakan nembia aan kesehatan"

12 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan Laporan 1 22 24 23 104
menaenai nembia aan ketenanaker"aan'

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bid~ ketahanan pangan LapOfaIl- 1 I- -2-2 24 23 ~04

mennenal keamanan nannan"

=" '. 111t:.llgenal Laporan 1 -22 2'4 23 104
--r:l€rkeretaanian'

15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan Laporan 1 22 24 23 104
informatika mennenai sarana komunlkasi dan disemin::lc:i informasi"

16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerja Laporan 1 22 24 23 104
sarna bidana sosial'

17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai LaQ..oran 1 ~_22 24-- 2'3--104
naawas·arrtl!dan s05lal'
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTUNO BUTIR KEGIATAN KEGIATANI (JAM) RATA-HASIL
TAHUN MIN MAKS RATA

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8
18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana Laporan 1 22 24 23 104

dan prasarana bidanQ sosial;
19 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem Laporan 1 22 24 23 104

informasi keseiahteraan sosial;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 22 24 23 104

menqenai perkotaan dan pedesaan;
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum Laporan 1 22 24 23 104

menaenai iasa kontruksi'
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 22 24 23 104

menaenai umum;
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 22 24 23 104

menoenai Derikanan tanokao:
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 22 24 23 104

menaenai oerikanan budidava·
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai Laporan 1 22 24 23 104

oeternakan dan kesehatan hewan;
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104

penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam,
kawasan suaka alam dan tanaman baru·

27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
kawasan hutan denaan tuiuan khusus;

28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
rencana penQelolaan ianQka pendek (tahunan) unit KPHP'

29 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan
oroduksi·

30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
rencana penQelolaan lahunan l;anQka pendek) unit KPHL;

31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 f- _23 ~OA-

.rem;anapengelolaan lahunan vangka penda!<) unit usaha pemanfaatan hotan
Ii;n",,"n' -

1--''' ~Melal<ul<an pengawasan petaksanaarrurusa'n-pltlh~nblcang kefulfanan mengenai Leporan 1 22 24 23 104
loenataaan areal kena unit usaha oemanfaatan hutan linduno;

33 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
rencana oenoelolaan ianoka oendek rtahunan1unit KPHK

34 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan -
rencana pengelolaan jangka menengah eagar alam, suaka margasatwa, taman
nasional, taman wisata alam dan taman buru;
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN KEGIATANI (JAM' RATA-HASIL TOTAL

TAHUN MIN MAKS RATA
1 2 3 4 -{; 6 7 8

35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pihhan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
rencana kehutanan;

36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
sistem informasi kehutanan tnumerik dan narsian·

37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 22 24 23 -
loemanfaatan hasil hutan oada hutan oroduksi;

38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bldang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
perencanaan rehabililasi hutan dan lahan termasuk hulan mangrove;

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
pelaksanaan rehabilitasl hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
reklamasi hutan areal bencana alam;

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
hutan kota·

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan -
pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;

45 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
loenvuluhan kehutanan;

46 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
loenQawasan bidana kehutanan·

47 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 22 24 23 104
loerizinan·

48 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 22 24 23 104
fasilitas industri· l-

I 4l4~k:=J~k:n oenaawasan nelaksanaan un ..~n """ "" "

Laporan50 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai 1 22 24 23 104
loermodalan;

51 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 22 24 23 104
keria sarna industri;

52 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 22 24 23 104
l<elembaaaan"
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTUNO BUTIR KEGIATAN
HASIL

KEGIATAN/ (JAM) RATA-
TOTAL

TAHUN MIN MAKS RATA
1 2 3 4 5 6 7 8

53_ Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 22 24 23 104
monitorina. evaluasi dan oelaooran;

54 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 22 24 23 104
oerdacanaan dalam neceri;

55 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 22 24 23 104
mineral menaenai aeoloai'

56 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 22 24 23 104
mineral menaenai ketenaoakeriaan'

57 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya Laporan 1 22 24 23 104
mineral menaenai pendidikan dan pelatihan;

58 Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Laporan 1 22 24 23 104
Desa

59 Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat Laporan 1 22 24 23 104

60 Melakukan evaluasi oemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnva; LaDoran 1 22 24 23 104
61 Melakukan evaluasi laooran akuntabilitas menoenai SKPD di Provinsi; dan LaDOran 1 22 24 23 104
62 Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di KabupateniKota. Laporan 1 22 24 23 104

JUMLAH TOTAL 6.290

1 Jam efektif 1 han =4.5 jam
2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun;:; 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
4 Kotom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ;:; 5 Orang
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN KEGIATANI (JAM) RATA-

HASIL TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Melakukan peng3wasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 12 15 13 60

standsr, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian
penyusunan (eocana pencapaian SPM/NSPK yang diluangkan dalam rencana strategi
satuan ke~a perangkal daerah (Renstra SKPD)

2 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 12 15 13 60
standar, prasedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja
satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)

3 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laperan 1 12 15 13 60
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum
anaaaran IKUA\

4 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui anal isis, Laporan 1 12 15 13 60
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah
Renslra SKPDI

5 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 12 15 13 60
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana ke~a satuan ke~a perangkat daerah
Renia SKPD\

6 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 12 15 13 60
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA)

7 Melakukan pengawasan barang/aset daerah; Laporan 1 12 15 13 60
8 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik Laporan 1 12 15 13 60

dalam negen;

9 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 12 15 13 60
!pemerintahan umum menqenai oemerintahan umum;

10 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 12 15 q
I- 60

loemerintahan umum menaenai kebiiakan administrasi keuanaan daerah; -
--1-1 Melakokan"engawasan pelaJ<sanaan urusanw~na oemb-r"·"oon lU ""f-
-,Z MelaJtuKan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 1 9 11 10 45

pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

13 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan Laporan 1 9 11 10 45
pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
sumber dava alam dan teknoloni tenat nuna>
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SATUAN
VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU

WAKTU
NO BUTIR KEGIATAN

HASIL
KEGIATANJ (JAM) RATA-

TOTAL
TAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 8
14 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

kebiiakan dan standar;
15 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta Laporan 1 9 11 10 45

kurikulum;
16 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

manaiemen kesehatan;
17 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

loembinaan sumber dava manusia;
18 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

Ioenemnatan tenana keria luar neoeri-
19 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

loembinaan hubunoan industrial dan iaminan sosial tenaQa kena;
20 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

ketahanan oanoan-
21 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

loerhubunaan laut;
22 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 9 11 10 45

loerencanaan bidana soslal;
23 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai Laporan 1 9 11 10 45

pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan Laporan 1 9 11 10 45

tenaQa funQsional oekeria sosial;
25 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai Laporan 1 9 11 10 45

bina maroa'
26 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang peke~aan umum mengenai Laporan 1 9 11 10 45

loenataan ruann:
27 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan Laporan 1 9 11 10 45

menaenai oennawasan dan oenaendalian'
28 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

loenataan kawasan hutan-: -

29 Melakukanoennawas~ .,.
eo aan a a mane -ah Ima tahunsn unit KPHP f-

30 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pili han bidang kehutanan mengenai Laporan -
rencana oenaelolaan lima tahunan unit usaha oemanfaatan hutan nroduksi'

31 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bldang kehutanan mengenai Laperan 1 9 11 10 45
rencana pengelolaan dua puluh tahunan Uangka panjang) unit kesatuan pengelolaan
hutan lindun~ (KPHLl:
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NO BUTIR KEGIATAN SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
HASIL KEGIATANI MIN MAKS RATA- TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8
32 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pili han bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

reneana oenoelolaan lima tahunan (;anoka menenoah) unit KPHL;
33 Melakukan peng3wasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenal Leporan 1 9 11 10 45

rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan
hnduna:

34 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
rencana oenoelolaan dua nuluh tahunan fiannka oaniano) unit kesatuan nennelolaan

35 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
rencana oenaelolaan lima tahunan fianoka rnenenaahl unit KPHK'

36 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
'oenelitian dan oenaembanoan kehutanan'

37 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
oemblnaan dan oenaendalian bidana kehulanan'

38 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
oenaanokatan Detuaas oembuat laooran hasil oemeriksaan;

39 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 9 11 10 45
oerencanaan dan oroaram;

40 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 9 11 10 45
standarisasi'

41 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Laporan 1 9 11 10 45
oenoawasan industri"

42 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
aerdaaanaan luar neaeri"

43 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
Iaenaembanaan eksaar nasianal"

44 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai Laporan 1 9 11 10 45
kebiiakan. cerencanaan oembinaan dan aenaawasan'

45 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Laporan 1 9 11 10 45
anaaarao oendaoatan belania daerah'

46 Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas Laporan ~ 9 11 10 45
loembantuan di Previnsi;--

- 1 9 -t1 -ni 4S
48- Mefakukan--evalmJst"klnerJ8 penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota; Laporan 1 9 11 10 45
49 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota; Laporan 1 9 11 10 45

50 Melakukan evaluasi daerah otanam baru KabuoatenlKota; Laooran 1 9 11 10 45
51 melakukan evaluasi oemerintahan kecamatan atau sebutan lainnva; dan Laooran L 9 11 10 45

--52 Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mellputi komponen Bepartemen. Laooran 1 9 11 10 45
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NO BUTIR KEGIATAN SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU WAKTU
HASIL KEGIATANI MIN MAKS RATA- TOTAL1 2 3 4 5 6 7 853 Melakukan pengawasan umum penerapan standar peJayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 9 11 10 45

standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana
oembanqunan ,anoka menenaah daerah IRPJMD):

54 Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, Laporan 1 9 11 10 45
standar, prosedur dan krileria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian
penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja

Inemerintah daerah (RKPD):
55 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melaJui analisis, Laporan 1 9 11 10 45

evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah
daerah IRPJMD\,

56 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, Laporan 1 9 11 10 45
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);

57 Melakukan penqawasan kebijakan keuanqan daerah/neqara· Laporan 1 9 11 10 4558 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan Laporan 1 9 11 10 45loemerinlahan umum me~enai otonomi daerah;
59 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi Laporan 1 9 11 10 45loenoendalian mutu pendidikan;
60 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai Laporan 1 9 11 10 45kebiiakan, perencanaan, pembinaan dan penqawasan·
61 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai Laporan 1 9 11 10 45loerhubunaan udara;
62 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan Laporan 1 9 11 10 45bidanq sosial;
63 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45loembentukan wilavahJ'E'''ll''lolaan hukum:
64 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45

rencana pengeloJaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi
KPHP):

65 Melakukan pen.gawasan~ksanaanurusan waji.Q....Ql.Q.angJs..ebutanao_mengenai Lapol=an 1 9 11 10 45rencana keria dua Duluh tahunan unit usah::l ,~, '.

anaan--Urusan-waJIG-oloang~KehutaAan mengenai eaperan ,- 9 ,1 fa 45
rencana keria usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

67 MeJakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai Laporan 1 9 11 10 45
rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan unit eagar alam, suaka
marnasatwa taman nasional taman wisata alam dan taman buru'
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SATUAN VOLUME WAKTU PENYELESAIAN WAKTU
WAKTUNO SUTIR KEGIATAN

HASIL KEGIATAN/ (JAM) RATA-
TOTALTAHUN MIN MAKS RATA

1 2 3 4 5 6 7 868 melaknkcrn pengawasan pelaksanaan urusan pijihan bidang perdagangan mengenai Laporan 1 9 11 10 45keria sarna perdaqanqan internasional;
69 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah lentang anggaran pendapatan Laporan 1 9 11 10 45belania daerah (APSD)
70 Merakukan evaluasi atas rancanaan oefaluran daerah lentana oa·ak daerah; Laporan 1 9 11 10 4571 Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah lentana retribusi daerah; Laporan 1 9 11 10 4572 Melakukan evaluasi atas rancanqan peraturan daerah tentana tata ruanq daerah; Laporan 1 9 11 10 4573 Melakukan klarifikasi ata~eraturan daerah; LaDoran 1 9 11 10 4574 Melakukan klarifikasi atas peraturan keoala daerah; LaDoran 1 9 11 10 4575 Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Laporan 1 9 11 10 45Provinsi;
76 Melakukan penqawasan atas berakhirnya masa iabatan Gubernur; Laporan 1 9 11 10 4577 Melakukan penqawasan atas berakhirnya masa iabatan Bu atilWalikota; LaDoran 1 9 11 10 4578 Melakukan enaawasan atas indikasi oenvalahaunaan wewenana; Laooran 1 9 11 10 4579 Melakukan evaJuasi kinerja_penvelenaaaraan Demerintahan Provinsi; Laooran 1 9 , 1 10 4580 Melakukan evaluasi kemampuan oenvelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan Laporan 1 9 11 10 4581 Melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi. Laporan 1 9 11 10 45JUMLAH TOTAL

3.782

1 Jam efeklif 1 hari = 4.5 jam
2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun ::; 1250 jam
3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
4 Koiom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ::; 3 Orang
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KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARMN

URUSAN PEMERINTAHAN 01 OAERAH

No. Jenjang Jabatan Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun Jumlah Formasi

A. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
pada Provinsi

1 Penqawas Pemerintahan Pertama 37.499 30

2 Pengawas Pemerintahan Muda 22.505 18

3 Penqawas Pemerintahan Madya 14.918 12

B. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Dada 5 Wilavah Kola

1 Pengawas Pemerinlahan Pertama 149.783 120

2 Penqawas Pemerintahan Muda 93.983 75

3 Pengawas Pemerintahan Madya 56.250 45

c. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
pada Kabupaten

1 Pengawas Pemerintahan Pertama 9.986 8

2 Penqawas Pemerintahan Muda 6.266 5

3 Pengawas Pemerintahan Madya 3.750 3

GU8ERNOR P -0ViNS1 DAERAH KHUSUS
18 OJA JAKARTA,




